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PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ed
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat

antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 25 Mei 1989, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX ~ XXXXX ~ XXXXXX,
pendidikan S1, bertempat tinggal di KOTA
RATU, KECAMATAN ENDE UTARA,
KABUPATEN ENDE, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Agustus 1981, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1,
bertempat tinggal KABUPATEN ENDE, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, XXXXXXXXX XXXX,
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Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor : 98/01/X11/2017, tertanggal 21 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman milik saudara kandung dari Tergugat yang beralamat
sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 1 tahun,
kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama yang bealamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama
kurang lebih 2 hari, setelahnya Penggugat kembali ke rumah orang tua
selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pada bulan oktober tahun
2023 Tergugat kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput
Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal tidak menetap kadang di kos-kosan sampai dengan bulan
Mei tahun 2024. Kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua
penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas
sedangkan Tergugat kembali di rumah bersama, Dari kembalinya
Penggugat, antara penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak
berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Ende 10 Maret 2019,
umur 5 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak
sekitar tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :

a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat
jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
dengan cara menendang tubuh dari Penggugat;

d. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;

e. Trgugat sering sering tinggalkan Penggugat sendiri di rumabh;
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5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada
Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran
karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian
Penggugat merasa tekanan batin karena Tergugat sering menuduh
Penggugat selingkuh. setelahnya Penggugat keluar dari rumah dan tidak
tau kemana tujuan Penggugat pergi dan Penggugat mendapat penyakit
gangguan jiwa. Dari bulan Mei tahun 2024 selama Penggugat sakit
Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai
dengan sekarang;

7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk
bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat
berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik
bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat
ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;
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Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasa Insidentil dan Tergugat secara inperson telah datang
menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini didampingi oleh kuasa
insidentilnya, selanjutnya telah diserahkan asli Surat Kuasa Insidentil yang telah
dibuat dan ditandatangani Penggugat dan kuasanya tertanggal 21 Oktober
2024;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi
dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak
berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya
menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi.

Bahwa Mediator atas nama Alvin Syah Kurniawan, S.H. telah
melakukan upaya mediasi berdasarkan laporan mediator tertanggal 05
November 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak
berhasil, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak
sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 05 November 2024 yang isinya
sebagai berikut:

BAB |

UumMuM

Pasal 1
Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah
pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2
Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama
dan Pihak Kedua, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling
menghormati dan menjaga harkat martabat masing-masing;
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BAB Il
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
Pasal 3

(1) Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Ende, 10
Maret 2019;

(2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat anak tersebut pada
Pasal 3 ayat (1) berada dalam pengasuhan Pihak Pertama
(Penggugat/Ibu Kandung);

Pasal 4

(1) Meskipun Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat pengasuhan berada di
Pihak Pertama sebagaimana Pasal 3 ayat (2), namun Pihak Pertama
bersedia memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu ataupun
berkomunikasi dengan anak tersebut;

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memberi waktu tinggal bersama
dengan anak dengan porsi Pihak Pertama 5 hari dan Pihak Kedua 2 hari
dalam 1 (satu) pekan;

(3) Apabila sedang berada dalam masa tinggal bersama dengan Pihak
Pertama, maka Pihak Kedua diberikan kesempatan dan tidak dilarang
untuk menengok anak dan membawa anak pergi jalan-jalan, dengan
berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pihak Pertama, dan sebaliknya;

(4) Apabila Pihak Pertama tidak memberi akses kepada Pihak Kedua untuk
bertemu atau berkomunikasi dengan anaknya maka hal tersebut dapat
dijadikan alasan Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan hak asuh anak,
dan sebaliknya;

BAB Il
Pasal 5

(1) Para Pihak akan menjaga hubungan baik satu sama lain demi tercapainya
kepentingan terbaik untuk anak;

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berkomunikasi secara langsung
atau melalui telepon apabila terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan terkait
dengan kepentingan anak;

(3) Apabila di kemudian hari anak menghendaki untuk tinggal bersama
dengan Pihak Kedua atau terjadi perubahan jadwal tinggal bersama,
maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak;

BAB IV
BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
Pasal 6
(1) Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila perkara Nomor
75/Pdt.G/2024/PA.Ed dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
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(2) Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang
melekat pada kesepakatan perdamaian ini sebagaimana diatur dalam
Pasal 1858 KUHPerdata;

(3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim
Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam
putusan akhir perkara ini;

Bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian
selanjutnya Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan
Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut,
dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya itu;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan selanjutnya, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat
tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, XXXXXXXXX XXXX,
Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 November 2012. Bukti
surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos
(di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda bukti (P.1),
tanggal dan paraf;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor
Pem.100/08/SKD/0001/X/2024, atas nama Penggugat, yang
dikeluarkan oleh An. Lurah Kota Ratu, Sekretaris Kecamatan Ende
Utara, XXXXXxxXx XxxX, tanggal 15 Oktober 2024 telah dinazeglen
serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi
tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
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3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/01/XIl/2017, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende,
XXXXXXXXX  XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 21
Desember 2017. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh
pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri
tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, yang dikeluarkan oleh dr. Rolland,
SpKJ (Psikiater), Kabupaten Mbay, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup
oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal di cocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal di beri tanda
bukti (P.4), tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX

XXXxXXX, bertempat tinggal di KOTA RATU, KECAMATAN ENDE UTARA,

KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah keluarga Tergugat di XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX
XXxxxx, kemudian sempat berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama
di rumah kos;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka
tidak harmonis, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat

dan meneror Penggugat hingga membuat Penggugat stres (depresi);
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- Bahwa sejak Mei 2024 Penggugat mengalami gangguan kejiwaan
sehingga memerlukan pendampingan dari tenaga psikiater, sedangkan
Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menendang
tubuh Penggugat;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Mei 2024 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX,

bertempat tinggal di KOTA RATU, KECAMATAN ENDE UTARA,

KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah keluarga Tergugat di XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX
XXxxxx, kemudian sempat berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama
di rumah kos;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka
tidak harmonis, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat

dan meneror Penggugat hingga membuat Penggugat stres (depresi);
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- Bahwa sejak Mei 2024 Penggugat mengalami gangguan kejiwaan
sehingga memerlukan pendampingan dari tenaga psikiater, sedangkan
Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menendang
tubuh Penggugat;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Mei 2024 sampai sekarang sudahberjalan sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa tidak, selama berpisahTergugat tidak pernah berkomunikasi dan
menjenguk Penggugat bahkan selama Penggugat berobat ke Mbay
selama 7 kali Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pernikahannya
dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat bertempat
kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal
80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara
absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21
Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende
dengan Register Surat Kuasa Nomor : 11/SKKH/2024/PA.Ed tanggal 21
Oktober 2024, Penggugat memberikan kuasa Insidentii kepada ibu
kandungnya. Dengan demikian, kuasa insidentil Penggugat tersebut dinyatakan
memiliki legal standing untuk mendampingi/mewakili Penggugat dalam
beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai
dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan
tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan, Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat
melalui proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H.,
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan
hasil mediasi tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya perdamaian
perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi disepakati perdamaian mengenai
hak asuh anak sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 05 November
2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak hadir
dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir tanpa ada
pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya itu meskipun kepadanya
telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu
pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup
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rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya
terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar
bantahannya karena tidak hadir di persidangan pembacaan gugatan hingga
pembacaan putusan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo.
Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat
terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi
karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat
akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah dibubuhi
meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat
diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat
terdaftar sebagai warga XXxXxxXXxXxx XXxx yang saat ini bertempat tinggal di
wilayah xxxxxxxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara
ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
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dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 10 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 10 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan sakit
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya,
menerangkan Penggugat benar dalam keadaan sakit dengan diagnosis
Skizofrenia F20.9;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1)
R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan analisis
bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai
berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

pertengkaran terus menerus hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
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— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Mei 2024 dimana Penggugat mengalami gangguan kejiwaan dan pulan ke
rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah
kediaman bersama;

— Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

— Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mengupayakan

agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, suatu ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, dengan cara suami dan istri menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing;

Bahwa, Hakim Tunggal berpendapat dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat
cekcok, berselisih hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung
sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya
sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Tergugat, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang
cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut Hakim frasa “perselisihan” artinya adalah perbedaan
pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri
yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak
diwujudkan dalam berumah tangga. Sedangkan “pertengkaran” adalah sikap
yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud
non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, menghina dan

mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan
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rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami
istri;

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberi saran
kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat
tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah
kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat
telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri
masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana
dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu
kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi
jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdown), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan
perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut,

Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,
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yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi
pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab Figh Sunnah Juz II,
halaman 290 dalam Maktabah Syamilah yang artinya sebagai berikut:

“Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau
dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi
serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan
dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’, oleh
karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.3 antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende adalah talak
yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bai’n
sughra, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa ‘iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad
nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat angka 2 (dua)
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam
Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 05 November 2024 dan Penggugat
merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan
bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi
kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar

putusan;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan
gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak
terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai
kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di
atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan
tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 05
November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak
merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan
tersebut dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dalam amar putusan ini serta
mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim
menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan
kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal
karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk
bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor
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212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/lzin Sidang
dengan Hakim Tunggal,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan
kesepakatan perdamaian tanggal 05 November 2024 mengenai
pengasuhan anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh
Nasruddin, S.H.l sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan
dibantu oleh Markipial, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,
Ttd. Ttd.
Markipial, S.Ag, MH Nasruddin, S.H.I
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Perincian biaya :
- PNBP 'Rp 60.000,00

- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 300.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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